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PERANAN TNI ANGKATAN LAUT DALAM PENEGAKAN HUKUM
DI WILAYAH PERBATASAN LAUT INDONESIA
Oleh : Kolonel Laut (KH) Sudardi, SH, M’

Abstrak

Wilayah Indonesia mempunyai potensi sumber dava alam yang melimpah. UNCLOS 1982 1elah
memberikan hok bagt negara pantai/kepulauon untuk menentukan zons mantm yvang tendinl dan
perairan pedalaman. perairan kepulauan, lamt teritorial, ZEE, dan landas Kentineanys, i zona
maritim tersehut negara dupst memanfaatkan poteasi sumber dayn alam yang ada 3 dalunnys.
Dalam penentusn zona mantim sering tenadi overlapping klamy dengan acgara lan, yang dapat
menimbulkan konflik di perbatasan. Indonesia sehagai negam yang berbatusatt dengan sepuluh
negarn belum seluruh butas mantimnya diselesaikan dengan perjaniisn. TNI Anglaatan Law sebagai
kompenen pencgak kedaulaten dan hukum, sering kali diladapkan pada konflik di perbatasan lnut
vang dapat menjadi sumber konflik antar gegam,

Kata kunci : Pencgakan Hukum i Perbatasan Laut Indonesia

Abstract

Indonesia as archipelagic siates has hundance of resources. UNCLOS 1982 stipulated that enasiul
and archipelagic States have right o define maritime sone such as Itternal waters, archipelagéc
water, rerritorial sea, exclusive economic zone, and comtinental shely, Within this maritime zany,
State has a right to.explore and cxploite the resources therein. Doftning maritim zone. Siates claims
the maritinee zome  ay maximal as possible, o sometimes it overlaps each other and potentially
sreate conflict, Indonesia has 10 weighouring States which muaritime bosndaries s nol been
resolved yet. Indenesia Navy as companent of defence power has also law enforment institution, in
miiny tmes Indonesta navy has ta face the insiden at sea av root of conflict between States.

Keywords: Sea Border Law Enforcement in Indanesia

A. Pendahuluan memopakan negarn Kepulauan yang scbagian

Wilayah Negara Republik Indonesia me- besar atau dus pertigs wilayalinya adalah Jaut,
liputi wilsyah darat, wilayah perairan, dasar dan terictak di antara dus benus yakni benua
Iaut, dan tanah di bawahnya serta nang udar Asia dan Australia sertn dus Samudern, yakni
di atasnya, termasuk seluruh sumber kekavaan Samuders Hindia dan Samudera Pasifik se-
vang terkandung di dalamnys. Adapun wils- hingga Indonesia disebu! juga nusa diantara
yah perniran Indonesia meliputi Peraimn Peda- laut atau sermg diistilahkan dengan nusantara.
!n.tpnu. Perairan Kepulavan, dan Lawt Teriton- Sebagai negara kepulauan menurut Konvensi
al” Dalam wilayab ini, Indonesia mempunyai Perserikaton  Banpgsa-Bangsa (PBB) temang
kedoulatan (soverigniv). Sclain itu Indonesia Hukum Laut {United Nations Convention on
Jugn memiliks wilayah yurisdiksi diwilayah the Law of the Sea/UNCLOS) 1982 Indonesia
pemiran lagt di luar Laut Tertorial yang meli- memiliki kedaulatan atas peraimn yang ditutup
puti Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif  oleh atau terletak discbelab dulam dan gans
(ZEE) dan Landas Kontinen, di mann atas pangkal lums kepulouan vang disebut sebagai
wilayah yurisdiksi ini Indoncsia memiliki hak- perairan kepulauan. Adapun Juss wilayah In-
hak berdaulat sovercign rights) dan kewens- donesia adalah = 7.9 juls km?® yvang terdiri dar
ngan tertentu lainnya  berdasarkanperaturan = 1.8 juta km' wilayah damtan dan = 3.2 jutn
penmdang-undangan dan hukum intemasional, km® wilayah laut teritorial serta = 2.9 juta km?

Negars Kesstuan Republik  Indonesia laut periran Zona Ekonomi Eksklusif, dengan

' Mahasivwa Progmm Dakitor [Imu Hukum Pasca Sanena Univessitas Borobudur Anglatan & TA 2013, Jakama
! Ropublik Indonesia,Undang-Undang Nemor 43 tahen 2008 tentang wilayah negara.
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demikian prosentase wilnyah permiran Indone-
sin adalah 77% dan seluruh luas wilaysh Indo-
nesia, atau tiga kali luas wilayah daratan Indo-
nesia.

Dengan panjang garis pantai Ichih dani
81.000 Km, maka Indoncsia menjadi negara
vang memiliki garis pantai terpanjung kedus di
dunia setelah Kanada, Letak Indonesia yang
berada di antara Benua Asin dan Australia ser-
ta di antam Samudera Hindia dan Samuders
Pasifik telah menempatkan Indonesia pada
posisi strategis ditmjou dan segi ckonomi, po-
litik, sosial budaya dan pertahangn keamanan,
Selain itw, posisi dan sumber diya kelaotan
terscbut juga menempatkan Indonesia menjadi
sangat penting bagi negara-negam dan berba-
gm knwasan, Nanum posist strategis ini selain
merupakan peluang sckaligus kendala bagi
bungsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita
bangsa’, karena disamping memberikan dim-
pak yang menguntungkan sekaligus juga dapat
mengancam Indonesia, Hal i
permasalshan vang kompleks baik masalah
vang berkatan demgan bidang keamanan, hu-
kum, ekonomi maupun pertahanan Negara®

TNI Angkatan Laut merupakan salah so-
tu instansi yang diberi kewenangan untuk me-
lakukan pencgakan hukum di laut Kewena-
ngan tersebut teruang dalam berbagai pemtu-
ran perundang undangan baik nasional may-
pun internasional, Kewenangan TNI Angkatan
Laut di hukum internasional dapat dilibat pada
ketenuan dalam UNCLOS 1982, sedangkan
hampir semun peraturan perundang undangan
nasional yang mengatur laut berisi tentang ke-
wenungian mstnsi lertentu terkuit dengan pe-
negakan hukum yang salash satunya adalah
TN Angkatan Laut.

Kompleksitas dalam pengamanan wila-
yah Indonesia terschut akan penulis coba pe-
aulis uraikan dalam paper singkat inl. Dengan
pendekatan deskripsi normatif, penulis akan
menjelaskan dan menganalisa perbatasan marni-
lim antara Indonesia dengun negara tetangps,
permasalahan pengamanan di lma (maritime
securiny), seria peran TNI Angkatan Laut da-
lam menjalankan operasi pengamanan dan pe-

negokan hukum di lauwt dengan menguraikan
kewenangan penegukan hukum berdasarkan
aturanvketentugn yang berlaku, Akhimya pe-
nulis skan memberikan rekomendasi tentang
pengamanan di perbatassn maritim, schingga
tujuan keamanan indonesis akan membenkan
kontribust bagi keamanan regional dan global.

1. Wilayal Pernlrun Indonesia,

Indonesia sebagai Negars  Kepulunan
menrat UNCLOS 1982 yang telah dirtifikasi
dengan Undung- Undnng HNomor 17 'I'nhl.m
1985 memillki perairan schagai berikue:*

2. Wilayah Perairan Indonesin meliputi

perairan pedalaman, Pmuan kepulau-
#n dan laut teritonel.” Indonesia mem-
punyal kedaulatan di perairan pedala-
man, peraimn kepulauon dan lui teri-
tonal serta nusng udara di ates perairan
pedalaman, perairan kepulawan dan lot
toritorial serta dasar laut dan tanah di
bawahnyas termusuk sumber Kekayaan
alam vaog terkandung di dalammya. Se-
mua peraturan perundang-undangan In-
doncsin diberlakukan sepenuhnya di
peraitan pedalaman (sovereignry). De-
mikinn jugs di perairan kepulauan dan
laut teritonal, namun pelaksanaannya
harus memperhatikan ketenmun-keten-
tuan hukum laut interasional dan hu-
kum internasional lainnya,

1) Permiran Pedalaman Indonesia ada-
lahi semua perairan yang terletak
pada sisi darat dan garis air rendah
dan pantai-pantm Indonesia, ter-
masuk ke dalamnya semua bagian
dan perairan yang terletak pada sisi
darat dari gans penutup mulul su-
ngai, teluk dan pelabuhan.

2) Perairan Kepulauan Indonesia ada-
lah semus peraimn yang terletak
pada sisi dalom dari garis pangkal
kepulounn Indonesia tanpa mem-
perhatikan kedalaman atay jamknya
dan pantai.

3) Lowt Teritorinl Indonesia adalah
Jadur Lo paaksimeal selebar 12 mil

! Pidik Heru Fomomo, Pengamanan Wilayah Last Indonesia, Jumal Hukum tnternastonad, Dosmber 2004, bal 27

* Ihid, hal 28

* Republik Indonesis,Undang-Undang Nomor |7 Takus 1985 tentang PengesshanUnied Natans Civentlon wn the

Law af the Sea (UNCLOS)

* Likat, Undang Undang Nomot f Tabun 1596 tenianyg Perairan Indonesia
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b. Zona Tambahan. Zona Tambahan

adalah zona vang berbatasan dengan
laut teritorial yang lebamyn maksimal
24 mil laut divkur dan gans pangkal
kepulauun Indonesia dant niana lebar
laut teritorial diukur, Zona tambalan
ini harus ditetapkan dalam suaty pers-
wran perundang-undungan, Kewena-
ngan Indonesia di Zona tambahan adis-
lah mencegah teriadinys dan mempro-
ses secara hukum gtas pelanggaran pe-
raturan perundang-undangan yang ber-
kenaan dengsn kepabeanan, fiskal,
imigrasi dan ssnitasi. Adapun hak bagi
pengguna faut berupn berlayar dan
terbang.
Zonas Ekonoml Eksklusif Indonesia
(ZEEI). ZEEI adalah suatu arca lat
di lvar dan berdampingan dengan laus
teritoriul Indonesia  yang lebamya
maksimal 200 mil laut dinkur dani gacis
pangkal kepulauan Indonesia. Kewena-
ngan Indonesia di Zona Ekonomi Eks-
klusif Indonesia:

1) hak berdaulat untuk keperluan cks-
plorasi dan cksploiast, konservas
dan pengeloluan sumber kekavaan
alam, baik havati meupun non-ha-
yati (lermasuk usaha penkanan),
dari perairan di ats dosar bt dan
dani dasar lout dan tanah di bawih-
nya seria berkenann dengan kega-
tan loin untuk keperluan eksplorasi
dan cksploitasi ekonomi di zona
terscbut, seperti  produksi  encrgi
dart air, arus dan angin;

2) yunsdiksi berkaitan dengan pemba-
atan dan pemiakaian pulou buatin,
instalnsi dan bangunan, riset ilmuh
kelautan serts perlindungan dan pe-
lestarian lingkungan laut, dan

3) tindakan-tindakan yang dapat dila-
kukan berkaitan dengan yurisdiksi
di ZEEI antara lain:

Nadardi

%) melindungl dan mengamankan
sumber daya alam hayati mau-
pun pon hayati di ZEEI;

b} melindungi dan mengamankan
pulsu-pulsy  bustan, instalosi-
instalasi maupun alat-alat |ain-
nys dulam rmgka kogiatan eks-
plomsi dun ¢ksploitasy sumber
daya slam hayati maupun non
hayati i ZEEE,

¢) mengawasi dan menindak kegi-
mtan penangkapan ikan fanpa

d) mencegah perbuntan yang dapat
menimbulkan pencemaran laut;
dan

¢} mencegah nset tlmiab kelautan
1anpa izin

Adupun hak bagi pengguna lout

adalah Hak kebebasan pelaynran dan
penerbangan internasional sena kebe-
basan pemasangan kabel dan pipa ba-
wah laur.
Landas Kontinen Indonesia' Landas
Kontinen Indonesia meliputi dasar laut
din tanah di bawahnya dan daeral di
bawah permukaan laut yang terletak di
fuar laul tentoniainya scpanjang kelan-
jutan alannah wilivah darsinya hingga
pinggiran luar wpi kontinen atau hing-
g statyl farak 200 mil lsut darl gans
pangkal dari muma lebar laul teritorial
divkur. Bats luar landas kontinen ti-
ik boleh melebihi 350 mil lawt dari
garis pangkal ateu hingga jarak 200 mil
dilam hal tepi landas kontinen lebamya
kurang dari 200 mil. Kewenangan ne-
gara paniai atas lundas kontingn adalah
mempunyai hak berdaulat untuk meng-
eksploitasi dan cksplorasi sumber ke-
kayaan alam di landas kontinen dainhak
eksklusil untuk mengizinkan dan me-
ngatur kegintmn dalum rangka meng-
eksploras| atay mengeksploitasi sumber
kekavaon alam di londas kontinen ne-
garn pantsi tersebut.

" Indonesia tefoh ingmpuriyai Uminng Undang Nomor $ Tabn 1983, yang mengaiue fenting hak dan kewajiban
negar dalam mengeksplorasi dan eksploiiasi smnber dava alam yang sdu i dalamnya

¥ Indonesia telah mempunyai Undang Undang  Nomor | Tihun 1973, yang mengatus tentimg hak dan kewajiban
negars dalam mengeksplorest don cksploliasi sumber daya alam vy wls 3 dalanya. Akan tespi Undang Unilang
tni dibuat dengme didusarkan pada Konvensi Jenewa talun 1958, whimgga sorma yang ada & dalavmys perby umuk
diubah disesunibun dengan UNCLOS 1952

1?
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Hak bagi pengguna laut berupa
hak kebebasan pelayaran dan penerba-
ngan internasional serta kehebasan pe-
masangan kabel dan pipa bawah laut.

¢. Laut Lepas. Laut Lepas adalah semua
baginn laut vang tidak termasuk dalam
Zona Ekonomi Eksklusif, Laut Tento-
rial, Perairnn Kepulauan atau Perairan

suatu negara. Kewenangan
di lnust lepas setiap negara vakni men-
cegah, menindak dan bekerjasama un-
twk menumpas perbustan-perbuatan
yang diatur dalam UNCLOS 1982, me-
liputi:
1) perompakan pembajakan;
2) perdagangan manusia;
3) penviaran gelap:
4) kapal tanpa benderd/kebangsaan;
5) narkotika dan bshan psikotropika:
dan

6) teronisme di laut,

Hak bagi pengguna laut di Lot
lepas meliputi kebebasan berfayar, pe-
nerbangan, memasang pipakabel di
bawah lsut, kebebasan membangun
pulou buatan/instalasi lainnya, menang-
kap ikan, kebebasan nsct lmish keluu-
tan, dengan kelentuan
vang tercantum dalam UNCLOS 1982
dan Hukum Imernasional lainnya.

1. Perbatasan Laut Indonesia  dengan
Negara Tetangga
Indoncsia meropakan negara Kepulauan
terbesar i dunia berdasarkan dita Kementeri-
un Depantemen Dalam Negeri 2010 memiliki
17.504 pulau. Scbanyak 7.870 puluu sudah
memiliki nama dan 9.634 pulau belum memi-
liki nama. Dari jumlah tersebut terdapat 92 pu-
Iw terfuar yang memiliki titik pangkal yang
berbatasan dengan 10 negam lclengga, yaity
Australia, Malaysia, Singapurs, India, Thai-
land, Vietmam, Filipina, Palau, Papua Nugini
dan Timor Leste.
Perhatusan Indonesia dengan ocgara
tetangga di laut terdin dari
a. Batas Zona Ekonomi Eksklusif
(ZEE)
Undang-Undang Nomor 1T Ta-
hun 1985 tentang Pengesahan Unired
Nations Convention on the Law of the

I8

b.

Sea (UNCLOS) menyatokan bahwa
bams ZEE Indonesin di segmen-seg-
men peratran yang berhadapan dengan
negam lain dan lebamya kurang dan
400 mil lawt Penentuun ZEE terutamp
pada wilnyuh laut yung berhadapan de-
ngan law lepas, ditarik selebar 200 mil
dan garis panghal kepulauun Indonesia.
Namun demikian, batas ZEE antara In-
donesia dengan negara-negard tetang-
ga, schagan besar belum ditetapkan,
erwtama yung  bherhadapan  Jangsung
dengan negara temngga. Hal ini dise-
babkan kirena belum adanya kescpaka-
tan, ataw belum dilakukannya ratifikasi.
Ketidakjelasan batas ZEE tersebul me-
nyebabkan sulitnya penegakan hukum
oleh apars dan berpotensi untuk men-
jadi sumber pertentangan antara Indo-
nesia dengan negam tetangga, Perbata-
san tersebul aitara lain:

1) RI-Malaysia belum disepakati per-
janjian batasiyu;

2) RI-Vietnam belum discpakati per-
Junjian bausnya;

3) RI-Fillipina sudal discpokuti batas
ZLE puda tahun 2014, tetapi belum
diranfikasi;

4) Ri-Palau belum disepakatl perjan-
jian batasnya;

5) REPNG belum discpakati perjan-
jian batasnya;

6) RETimor Lestebelum  discpakati
perjanjian batasaya;

7) Rl-India belum disepakuti perjan-
Jian batasnyi;

%) RI-Singapura tidak ada batas ZEE-

nyn,

9) RI-Thailand belum discpakati per-
Janpian batasnya;

10} RI-Australia telah discpakati ZEE
di Sumudera Hindis, Lautun Ara-
furs, dan Law Timor akan tetapi
belum diratifikasi,

Batas Laut Teritorial,

Bates Lamt Teritonal Indonesia
Iebarnya ok melebihi 12 mil laut dan
gans pangkal yang memupakan batas
kedaulatan suatu negars, Schagian be-
sar Batas Laut Tertoral sudab disepa-
kati dengan negars-negarm vang berba-
tasan fangsung dengan Indonesia, kecu-
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ali dengan Tunor Lesie scbagal scbuah

negara yvang bam merdeka. Selzin i

diperlukan pule porundingan -partil

mitara Indonesia - Malavsia- Singapurs
untuk menyepakati Bams Laut Tento-
rinl di Selm Swgepira bagian Harn
din Timur yang lebamya burany dari
24 mil dan bersinggungan Leogsung de-
ngan perbatasan di ketigs negars. Mo-
ngingsl pentingnyn pengnkusn terha-
dap batas kedaulatan yuaro noparm, -
ka batas luur teritorial antars pemerin-
tah Rl dan Timor Lesie maupun three
Junctional paint A Sclst Maluks perly
segera disepakati wntuk menghindan
kekhawatiran umbuloys konflik akibar
pelanggarasn kedaulatan wiliyah nega-

m. Adapun perkembangan Butas Laut

Teritorial antara lodonesia dengan ne-

garm tetnpgs sebagat berikut:

1) RI- Malaysia (Sclat Malaka bagian
Selatun) ielah disepakati dalam per-
jonjinn  Indonesia-Mulaysin Tahun
1976,

2) RI-Singapura (di bagian tengah Se-
lat Singapura) telal discpakuty dise-
pakati dalam perjsnjian Indonena-
Singapura Tahus 1973, sedangkan
di bagian barat Sclat Singapurs te-
Inh disepakati disepakati dalam per-
Janjinn Indonesia-Smgapura Tahugy
2009, don pada bagian nmur Selat
Singapurn telah discpekati  pada
taliun 2014;

3) REPNG telah discpabuti disepakut
dalam  Perjanjian  Indonesia-PRG
Tahun 1980;

4) Rl - Timor Lestebeliim disepakati
pertu ditentukan garis pangkal ke-

di Pulou Let, Kisar, We-
tar. Liran. Alor, Puntar, hingga Pu-
lau Batck, dan titik deser di Polay
Timor:

5) RI- Malaysia - Singapura (di Selat
Singapura) belum discpakati pedu
perundingan  bersiuna (s party),
dan

6) RI-Malaysia (Sebelah timur Pulau
Schatik, Kalimantan Timur) beltim

disepakati.

¢. Batas Landas Kontinen (BLKL

Mengacu  kepada UL Nomor |

19

Swidardi

Tahun 1973 wemang Landas Kontinen
Indonesia dan UU Nomor 17 Tahun
1985 tentang pengesahan UNCLOS,
Baws landos kontinen  ditarik  suma
lebar dengen batas ZEE (200 mil laut)
atau sampit dengan maksimum 350 mil
laut cdurd garis pangkal kepulauan Indo-
aesia. Hal Ini berluku di seluruh wila-
vah perairan Indonesia, kecuali padn
segmen-scgmen wilayah tertenty dima-
na BLE dapn ditetapkan berdasarkan
kesepalaian  dengun  negars-negara

yang bethadapan langsung dengan In-

donesia. Selain batas landas kontinen

harus ditentukan bersama dengan tiga

negara jika ik potong batas landas
kontinen bersinggungan,

Batas landas kantinen antara In-
donesin dengan negam tetangga telah
discpakati dan teleh ditetapkan dalam
Keputusan Presiden (Keppres). Namun
demikian masih terdapat beberapa seg-
men wilayah laut yang belum ditetap-
kan batus londas kontinennya, karena
masih dalam proses negosiasi. Butas
landas kontinen vang sudah disepakati
amvtaem Lo
1) RE - Indiaelah disepakan 10 unk

latas landas kontinendi Lautan An-
daman berikut koordinamnya dise-
pakari berdasarkan perjanjian pada
Tahugp (974 don 1977,

2} R - Thailand teiah discpakati titik-
titik baws landss kontinendi selat
Malska mavpun Laut Andaman di-
sepakati herdasarkan perjunjian pa-
da Tahun 1977;

3 Ri-Malaystatelah discpakatilO titik
batas landas kontinendi Selat Mala-
kit dan 15 titik di Law Natuna dise-
pakati berdasarkan perjonjian pada
Tahun 1969,

4) RI-Australia telah disepakati vtik-
titik batas landas kontinendi Lut
Arafura dan lont Timor ditetapkan
melalul Keppres pada Tahun 1971
disn 1972, akan tetapi batas ini be-
fum meneakup keseluruhan batas
landdas kontinen kbususnya di ba-
ham barat,

§) RI- Victnam relah disepakati tiik-
titik batas landas kontinen pads
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tahun 2002;
6) RI - Filipinabelum discpakati;
7) RI-Palau belum disepakati;dan
8) RI- Timor Leste belum disepakati.

menggunakan kekuatan laut, schingga
apabila masing-masing negura melnku-
bulkan ketegangan di wilayah tersebut.
Eksploitasi sumber daya alam di wila-

3. Permasalahan Perbatasan antara Indo-

nesia dengan negara tefangga.
a. Perbatasan Indonesin deéngan negam

yah overlapping klaim juga akan me-
nimbulkan pertentangan dalam pencgo-
kan hukim di wilayah terscbut,

tetangga meliputi batas davat dan batas d Langkah yung depst dilempub antara

luut, sedangkan batas ruang udars me-
ngikuti batas dart dan batas laut. Khy-
sus untuk batas darat meliputi batas da-
mt dengan Malaysia, PNG, dan Timor
Leste, Sedangkan batas lawt meliputi
batas laut dengan India, Thailand, Ma-
laysia, Singapura, Vietnam, Philipina,
Palau, PNG, Timor Leste, dan Aus-
tralis.

. Batas laut antara Indonesia Jdengan ne-
gar tetangga meliputi batas laut terito-
rial, batas zona tambahan, batas ZEE,
dan batas Landas Kontinen. Indonesis
telah menyelesaikan scbagian besar ba-
tas landas kontinen dengun negara le-
mngga, akan tetapi untuk batas ZEE
Indonesin belum menyelesaikannya ke-
cuali batas ZEE antara Rl dan Filipina.
Batas Laut Tertorial telah discpakati
dengan beberapa negara antara Indo-
nesia-Malaysia di Selat Malaka, Indo-
nesia-Singapura masih menyisahkan di
Selm Singspurs bagian timur, Indone-
$1a-PNG, dan Indonesia-Timor Leste.
Batas lant teritonal dengan Malnysia
masih menyisshkan di Laut Tiongkok
Selatan, Lowt Sulawesi, batas laut ten-
torial dengan Timor Leste belum dise-
lesaikan disebabkan perlu penyclesaian
batas darat terlebih dahulu.

. Implikasi nyata dan belum sclesainya
batas maritim i akan menimbulkan
adanya overlapping klaim batas mari-
tim. Kondisi ini akan menimbulkan
permasalahan  penegakan  hukum di
daerah overlapping klaim dimaksud
serta permasalahan cksplorasi dan cks-
plotasi sumber daya alam. Overlapping
klaim discbubkan masing-masing ne-
gara mengajukan klaim secarm sepihak
pada wilayah yang belum disepakat
batasnya. Klaim secara sepihak ini bin-
sanya akan diikuti dengan gelar operasi

lain dengan memsperceput penyelesaian
batas wilayah dan dituang dalam sustu
perjanjian pertatasan. Walsupun batas
maritim teluh disepakat, permasalahan
di perbutasan mesih tetap ada bissanya
terkait dengan masalal penegakan hus
kum khususnye lintas batss orang, ba-
mng. dan jass termasuk kogintan ille-
gal iatnnya

4. Permasalahan difegal actividiesdl perba-
Lasan

2. Globalisasi mempunyal dampak positif

dan negatif, dampak negatif antars lain
kegiaian illegal dengan cepat bergernk/
melintas di wilayuh-wilayah kedaulatan
negara. kegintan illegal terscbut bisa
pada tingkat domestic/nasional ataupun
lintas negara (trans-nasional). Kegiatan
illegal ini dapat meliputi kegiatan ille-
gal terkail pergerakun orang (smugg-
ling of migrants, trafficking in person),
barang (penyelundupan, pembuangan
limbah), dan kegistan illegal lninnya.

Penyelundupan orang ataupun migrasi
secara gelap, khususnya yang terjadi di
Asia juga tunl memperburuk situasi
keamanan dalam negeri. Migrasi ilegal
dapat terjadi karena duafaktor utama,
yaitu faktor pendorong dan penarik.
Faktor pendorong (push factor) berasal
dan situasi imemal negara asal fconn-
Iry of origin} scpemti pengangguran
yang meningkat schagal  akibat krisis
ckonomi dan finangial, sena fakwor-
faktor keamanan dalam negen yang
timbul akibat pomermiahan | regim
yang represil atau tegadi perany sau-
dam. Faktor penarik (pull factor) yang
berasal dari negara wjuan atsu pegara
pilihan feountry of destinatton atay
countrv of choice) timbul Karena nega-
ra tujuan lersebul sangat aman, seca-
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ra politik stabil, kaya, ckonominya ma-
ju dan karenanya menjanjikan kehidu-
pan baru yang lebih baik,
Persoalan kejahatan lintas negara yang
Juga perlu mendapatkan perhatian dari
Indonesia inlah meningkat-
nya lalu lintas narkotika/obat terlnrang
dan kejahatan yang terkait dengannya
(narcotics/drug strafficking and asso-
ciated criminal activities). Pada awal-
nya Indonesia hanys scbagai negara
transit peredaran narkotika/obat terls-
rang, akan tetapi pada saat ini [ndone-
sia sudah menjadi negara pemusok/pro-
dusen maupun negars pengguna narko-
tika/obat terlarang. Untuk itu pengawa-
san peredaran barang terlarang ini perly
lmtnk ditingkatkan  khususnya lewat

<.

Purdasnnm gelop senjata (illictit tra-
de and small arm straffickingl, penya-
Ishgunaan teknologi informasi (infor-
mation technology abused) juga meru-
pakan faktor yang mempengaruhi ma-
salah keamanan Indonesia. Kegintan
terscbut terjadi di Indonesia termasuk
Jugn melalui Indoncsia. Pengawisan
peredaran dan perdagangan small arms
and light weapon perlu untuk terus di-
tingkatkan terutama yang melalui laun
Kegiatan illegal ini memiliki aspek po-
litik ekonomi dan keamanan yang da-
pat mengancam stabilitas sntar Nega-
.

Perusakan lingkungan merupakan kegi-
atan illegal terkait dengan cksploitasi
sumber daya alam yang berlebihan an-
tara lain eksploitasi mincral di laut,
pembuangan limbah ke laut, dan egal
fishing. Kegiatan illegal fishing dopat
terjadi dalam berbagai bentuk baik da-
lam komicks mulai dari penggunaan
alat tangkap yang tidak benar maupun
dalam konteks penangkapan ikan yang
berlebihan,

{. Armed robbery at sea masih terjadi di
Indonesia, kejuhatan ini dilakukan da-

Sudord]

lam berbagai tipe tindakan dari mulai
hanyn mengambil spare part kapal
sampai pada tindakan menguasai kapal,
Tindakan operasi terpadu baik operasi
intelijen dan operasi laut perlu untuk
terus dilakukan secarn berkelanjutan.
Penyelesalan secars lintas negam dopat
puls dilakukan discbabkan kejahatan
ini sehagian besar bersifat lintas nega-
.

5, Penegakan Hukum oleh TNI Angkatan
Laui

Makna penegakan hukum scbagaimana
yang :erd:.pll dalam Kamus Besar Bahasa [n-
donesia,'” pencgakan berasal dari kawm “tegak”
yang mengandung arti, 1) berdiri, 2) sigap (ti-
dak lemas), 3) lurus arnh ke atas, 4) setinggi
omng berdiri; sependiri; setinggi tegak, 5) te-
tap teguh; tetap tidak berubah, Sementara “pe-
negakan” sendin bermakna, proses, can, per-
buatan menegakkan,

Hukum menumt David Berker dan
Collin Padficld adalah : as o rule of human
conduct imposed upon and enforced among
the members of a give state (Hamhap, 1995:
114). Dan batasan im dopat ditank beberapa
karakter bahwa hukum  adalah merupakan
kumpulan atumun baik tertulis (Undang-Un-
dang) maupun kebiasaan (Custom), hukum se-
bagai pedoman (ingkah laku, hukum ditentu-
kan sccara paksa olch badan yang diberi oto-
ritas (law is emposed), dan hukum memiliki
dayn cksckusi (Enforcement) '

hukum dalam bahasa Indone-
sin dikenal beberapa istilah di Juar penegakan
hukum tersebut, seperti penerapan hukum, te-
tapi tampaknyn istilah penegakan hukum ada-
lah yang paling seringkall digunakan; denpan
demikian, pads waktu-waktu mendatang isti-
lah terscbut akan semakin mapan atau merupa-
kan istilah vang dijadikan (coined), Dalam ba-
hasa asing dikenal jugo berbagai peristilahan,
seperti Rechisioelpassing:  Rechishandhaving
{Belanda); Law En ’fmmm (Inggnis): Appli.
cation (Amerika).'

TNT Angkatan Laut sebagai komponen

* Titm Redaksi, Tumpang Tindih Pengawusan Laut™ Maritime Magazine, Edisi 27/Tahun 11V Janusri 2013, hal 9,
* K amus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hal | 154,
' Sidik Sunaryo,"Kupita selekta Sistem Peradilan Pidana”,

hal 3.

UMM Press Universiias Muhamadiyah, Malang, 2004,

“ Satjipto Rahardjo, lhm Hukum™,PT, Citra Aditya Baktl, Semarang. 2000, hal 181,
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utama pertahanan Negara Matra Laut dituntut
kesiapannya dalam menghadapi dan menganti-
sipasi berbagai bentuk ancarman yang dapat
mengganggu  Keamanan  dan  kedaulatan
NKRL'" TNI Angkatan Laut scbagai bagian
dari TNI, sesuai amanat Undang-Undang No-
mor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia, dalam Pasal 9 memiliki tugas seba-
gai berikut -

a. Melaksanakan tugas TNI matra laut di
bidung pertahanan;

b. Mencgakkan hukum dan menjaga Kea-
manan di wilayvah lout yurisdiksi nasio-
nal sesuai dengan ketentuan hukum na-
sional dan intemasional yang telah di-
ranifikasi;

¢. Melaksanakan tugas diplomasi Angka-
tan Lawt dalam rangka mendukung ke-
bijakan politik luar negen yang ditetip-
kan oleh pemermtah;

d. Molaksanakan wgas TNI dalam pem-
bangunan dan pengembangan kekuatan
matra laut; dan

e. Melaksanakan pemberdayasn wilavah
pertahanan laut.

Tugas TNI Angkatan Lawt schbagaimana
Pasal 9 huruf a, b dan ¢ di atas sejalan dengan
sjaran Ken Booth dalam bukunys yang berju-
dul Navles and Foreign Policy, yang dikeluar-
kan pada tahun 1977, Dia mengenalkan kon-
sepnya vang disebut “tinity of naval functi-
on", yuitu tiga peran angkatan laut yulmi: mi-
litary, policing and diplomatic. Konsep ini ak-
himya banyak diterapkan uhh negara-negan
di dunis, termasuk Indonesia. '

Trinitas Peran Angkatan Lawt yastu Pee
ran militern (milirary role) dilaksanakan se-
bagai penegak kedaulotan negara dilaut de-
ngan cara pertahanan negara dan penangkalan,
mmympkm kekuatan umtuk persiapan perang

dalsm menangkal setiap ancaman vang datang
melalui media laut. Peran sebagai polisionil
(constabulary role) dilakukan dalam rangka
menegakkan kedaulatan hukum dilaut, melin-
dungi sumber daya dan kekayaan laut nasio-
nal, memelihara ketertiban di laut serta men-

dukung pembangunan bangsa dalam membe-
rikan kontibusi nasional terhadap stabilitos
keamanan dan berperan aktif dalam mendu-
kung pembangunan nasional. Sedangkan Pe-
ran diplomasl (diplomuric role) vang dilaku-
kun oleh angkatan laur mempakan peran yang
sangat pentmg uniuk umjuk kekuatan vang me-
ngartikan bagmmana komunikasi yang diba-
ngun dengan kehadimn  sckaligus  scbagai
fungst militer terhedop ancaman yang mung-
kin datung dun jugs schagal benuk dukungan
terhadap kebijakas funr aegen,

Peran TNT Angkatan Laut sebagai polisi-
omil dalam rangks pencgakan hukum i lan
dilaksanakan berdusrkan pada ketentuan hu-
kum msional maupun hukum intemasional
yang teluh diranifikass, hal ini mengandung arti
TNI Anghkatan Laut dalam mengaplikasikun
tugas pencgakan hukumnyu udak saja berpe-
doman hanyn puda Undang-Undang Nomor %
Tabun 198} tentang KUIAP tetapi harus puly
berpedoman padn ketentuan khusus yang din-
tur dalam masing-masing hukum positif yang
berkaitan dengan tindak pidsna tertentu di laut
atan dalam it hukum dikennl dengsn azas
lex specialist derogot legi generalis, Salah sa-
tunya adalah terkait dengan mang atau wilayah
yang menjadi twgas penegakan hukum yang
harus dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut ti-
dak sajo yang bersds dalam wilayah kedaula-
tan (Permran Pedalaman, Perairan Kepulanan
dan Laut Teritortal) tetapi menjangkau ssmpai
ke wilayah hak berdaulst (Zona Tambahan,
ZEEL dan Landas Kontinen) bahkan sampai
ke Laut Lepas.

Untuk pelaksanuwan penegakan bukum di
wilayah perbatasan, TNI Angkatan Laut harus
berpedoman kepada wilayah negara R sesuai
ketentuan yang dintur dalam Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayal Nega-
r (Khususnya pada BAB 1) serta memper-
hatikan perkembangan batas wilayah negara
yang telah ditetapkan stas dasar perjanjian bi-
luteral davatau trilaveral, sehinggn operasional
TNIAngkatan Laut tidak sampai keluar batas
wilayah yang menjadi kewenangan atau me-
langgar hukum intemasional

"' Untung Suropati, "Witayah Perbatasan Masih Rawan Konflik™, Maritime Magazine, Bdis 18/ Tabum (/Maret 2012,

ll.lL41

"* Republik Indonesia, Lindang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tontarn Nasional Indunesia

" Syniful Anwar,Posisi Keamanan Maritim Dalam

Suueni  Pertabanan Negara®™ Jumal Peralmnan,

Universitas Pertnhanun Indonesia, Agustus 2013, Volume 3, Nomor 2, hal. 60,
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Salah satu tugas TNI Angkatan Laut se-
suai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun
2004 tentang TNI adalah mencgakkan hukum
dan menjagn keaxmanan di laut, yaitu segala
bentuk kegiatan yang berhubungan dengan pe-
negakan hukum di laut yang berlaku secara
universal dan sesuai dengan Ketenfuan perun-
dang-undangan yang berlaku untuk mengatasi
ancaman tindakan kekerasan, ancaman naviga-
si, serta pelanggaran hukum di wilayah laut
yurisdiksi nasional. Menegakkan hukum yang
dilaksanakan oleh TNI Angkatan Lautdi laut,
terbatas dalam lingkup pengejaran, penangka-
pan, penyelidikan, dan penyidikan perkara
yang selanjutnya diserabkan kepada Kcjak-
saan, Kewenangan penyidikan terhadap tindak
pidana di laut yang dimiliki oleh TNI Angka-
tan Lautmerupakan kewenangan khusus yang
tidak dimiliki oleh TNI AD dan TNI AU

Adapun kewenmngan TNI Angkatan
Laut sebagai penyidik atas tindak pidana ter-
tentu di laut berdasarkan:

a. TZIMKO. Ordonansi Laut Teritorial
dan Lingkungan Laut Larangan (Terri-
tariale Zee en Maritime Kringen Orde~
nantie) 1939 Stbl.1939 Nomor 442 Pa-
sal 13 menyatakan bahwa: "Untuk me-
melihara dan mengawasi pentastan ke-
tentuan-ketentusn dalam ordonansi ini
ditugaskan kepada Komandan Angka-
tn Laul Surabaya. Komandan-koman-
dan Kapal Perang Negara dan kamp-
kamp penerbangan dari  Angkatan
Laut™;

b. Undang Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang KUHAP jo PP Nomor
27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
KUHAP dalom Penjelasan Pasal 17
menycbutkan bahwa “Bagi penyidik
dalam Perairan Indonesia, Zons Tam-
bahan, Landssan Kontinen dan ZEE]
penyidikan dilakukan oleh Perwira TNI
Angkatun Lautdan penyidik lainnya
yang di tentukan oleh undang-undang
yang mengatumyi;

¢. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1983 tentang Zona EKonomi Eks-
klusif Indonesia (ZEEI), Dalam Pasal
14 ayat (1) memberikan kewenangan
kepada Perwirn TNI Angkatan Laut
yang ditunjuk oleh Pungab sebagai
aparat penegak hukum di bidang penyi-

f.

Nodardi

dikan terhadap pelanggaran ketentuan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1983;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun
1985 tentang Pengesahan UNCLOS
1982, Memberikan kewenangan kepa-
da pejabat-pejabat, kapal perang dan
kapal pemenintuh pntuk melakukan pe-
negakan hukum di laut. Hal ini dapat
dilihat dalam bebernpa pasal antara lain
pasal 107, 110, 111 dan 224 UNCLOS
1982;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Hayati dan Ekosistemnya.
Pasal 39 aynt (2) kewenangan penyidik
Kepolisian Negara RI, juga Pejabat Pe-
gawai Negeri Sipil tertentu di lingku-
ngan depanemen yang lingkup tugas
dan wanggung jawabnya meliputi pem-
binaan konscrvasi sumber daya alam
hayati dan ckosistemnya, tidak mengu-
rangi kewenangan penyidik sebagaima-
na distur dalam Undang-Undang No-
mor 5 Tahun 1983 tentang ZEE] dan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1996 tentang Perairan Indonesia. Da-
lam penjelasan pasal 24 svat (3) Pene-
gakan hukum dilaksanakan oleh instan-
si terkait amtara lain TNI Angkatan
Laur, Poln, Depantemen Perhubungan,
Departemen  Pertaninn, Depantemen
Keunngan dan Departemen Kehakiman
sesual dengan wewenang masing-ma-
sing instansi tersebut dan berdasarkan
ketentuan  peraturan  perundang-unda-
ngan nasional maupun hukum interna.
sional;

Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2004 tentang Tentara Nasional Indo-
nesia, Dulam pasal 9 huruf (b) Angka-
tan Lout berrugas menegakkan hukum
dan menjaga keamanan di wilayah laut
yurisdiksi nasional sesuai dengnn ke
tentuan hukum nasional dan hukum in-
ternasionil yang telah diratifikasy;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2008 tentang Pelayaran. Dalam pasal
282 ayat (1): “Selain penyidik pejabat
Polisi Negara Republik Indenesin dan
penyidik lainnya, Pejabmt Pegawai Ne-
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geri Sipil tertentu di lingkungan ins-
tansi yang lingkup tmgas dan tanggung
jawabnya di bidang pelsysran diben
wewenang khusus sehagai penyidik se-
bagaimana dimaksud dalam undang-
undang im", Adapun dalam penjelasan-
nqumgﬂmabnddmm“pm_ﬁdk
lainnys" adalah penyidik scsuni dengan
ketentuan persturan  perurdang-unda-
ngan antarn lain Perwira Tentara Nasi-
onal Indonesin Angkatan Laut dan di-
pertegas pada pasal 340 untuk d&i ZEEL,
L Undang-Undang Nomor 43 Tahun
2008 tentang Wilayah Negara, Dalam
Pasal 7 discbutkan “Necgora Indonesia
memiliki hak-hak berdaulst dan hak-
hak lain di wilayah Yurisdiksi yang pe-
laksanaannya sesusi dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan hu-
kum intemasional”. Dan Pasal 22 dise-
butkan “Negara Indonesia berhuk me-

Jo Undang-Undang Nomor 31 tahun
2004 tentang Perikanan jo Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 ten-
tang Perubahan Undang-Undang
Nomor 31 tahun 2004 teatang Peri-
kanan, Dalam Pusal 73 ayat (1) me-
nychutkan bahwa “Penyidikan tindak
pidana di bidang perikanan &i wilayah

perikanan Negara Repub-
lik Indonesia dilakukan oleh Penyidik
Pegawni Negen Siptl Penikanan, Peap-
dik Perwimn TNI Angkatan Laut dan
atay Penyidik Kepolisian Negars Re-
publik Indonesia”™.

Terdapat pula hal-hal khusus terkait hu-
kum ocara dalam pencgakan hukum di laut
yang sidak mengacy kepada KUHAP amara
lain tindak pidana di lau tidak mengenal ba-
tasan kompetensi relatifberdasarkan Pasal 14
ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983
tentang ZEE], Surai Edoran Mahkamah Agung
No B Tahun 1983 tanggal 17 Nopember 1983
dan B-OSR/A-34/1983 1anggal22 April 1983
menentukan bahwa tindak pidana &i laut tidak

mengenal yundiksi peradilan, pengadilan yang
berwenang mengadili ialah pengadilan yang
membawahi pelabuhan dimana kapal tangka-
pan tersehut diserahkan, Kapal tangkapan dise-
rahkan ke pangkalan terdeka vang selanjutnya
dilimpahkan berkas perkar i ke Pengadilan
Negeri setempat tanpa mempethatikan apakah
locus delictinys termasuk dalam wewenang
Pengadilan N_ugm. Pengadilan yang berwe-
nang mengadili pelanggaran terhadap keten-
tuan dilaut adalah pengadilan negeri yang dae-
rah hukumnys melipuy pelabuhan dimana di-
lakukan pesahanan terhadap kapal dan/atau
orang dimaksud. Begit pula terkait penyera-
han tangkapan tidsk membatasi waktu | X24
jam yaitu berdasarkan Pasal 13 Undang-Un-
dang Nomer 5 Tahun 1983 tentang ZEEL pe-
uangkapan terhadap kapal dan‘atau orang-
orung yang diduga melakukan pelanggaran di
Zova Exonomi Ekskiusif Indonesia meliputi
tindakan penghentian kapal sampat dengan di-
scruhkanoya kapal dan/stay orang-omng terse-
but dipelabuban di mana perkara tersebut da-
pat diproses Jebih lanjut. Penyerahan kapal dan
fatau ormg-orang tersebut harus dilakukan se-
cepat mungkin dan tdak boleh melebihi jang-
kn waktu 7 (tujub) hari, kecuali apabila terda-
pat keadaan force majenre. Dilaut juga dikenal
dengan Hak Pengejaran Seketika (Hor Pursulr)
yang diatur dalam Pasal 111 UNCLOS 1982
dimana Kapal perang, kapal pemeriniah dan
pesawat udira yang diben kewenangan dapat
melakukan pengejuran scketika terhndap kapal
asing yang diduga melakukan pelangguran hy-
kum negara pantai sampal ke luar perairan ne-
gara pantai bahkan sampai ke laut lcpas dan
pengejaran berbenti seketikn sctelah  kapal
asing tersebul memasuki wilayah tenitorial ne-
garanyu sendin atau negam ketiga.

Begitu juga dalam Undang-Undang No-
mor 45 Tahun 2009 tentang perubahan stas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 ten.
tang Tindak Pidann Perikanan, tidak sajn me-
pgatur tentang hukum pidana materiil, tetipl
juga mengaiur tentang hukum pidana formil
yang bersifin spesifik, schingga ketentuan ini
mengesampingkan pula hulkum pidana formil
yang bersifol umum yang diaur di dalam Un-
dang-Undang Nomor § tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana, seperti masalah penyidi-
kan tevkail dengan kewenangan penpdik, pe-
mnhanan dan penyidikan lanjutan, masalah pe-
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ountutan terkait dengan syarat scbagai penun-
it umum, penelitian berkas perkara, penaha-
nan dan perpanjangan penahanin serta batas
waktu pelimpahan perkara. Sedangkan yang
menyangku! masalah pemeriksaan di sidang
pengadilan terkait dengan susunan Majelis Ha-
kim, jangks wakiu pemeriksaan persidangan,
penahanan dan pemeriksaan in absentio. Hu-
kum Acara Pidana, tidak saja memuat tentang
hak dan kewajiban yang terkan dalam suatu
prases pidana, tetapi juga memuat tentang tata
cara proses pidana yang menjodi tugas dan ke-
wenangan masing-masing institusi penegak
hukum tersebut. Ada juga diatur suatu tinda-
kan khusus bagi penydik dan/atau kapal pe-
ngawas perikanan yang dapal melakukan pem-
bakaran dan atau penenggelaman kapal perika-
nan berbendera asing berdasarkan bukti per-
mulaan yvang cukup.,

Pelaksannan poran pencgakan  hikum
TNI Angkatan Lautdiimplementasikan dalam
schuah pedoman bugi unsur operasional dan
pangkalan dalam mennngani setiap tindak pi-
dana di laut melalui  Peraturan Kasal Nomor
Perkasal 32/V/2009 tanggal 4 Mei 2009 ten-
tang Prosedur Tetap Penegakan Hukum dan
Penjagaan Keamanan Di Wilayah Laut Yuns-
diksi Nasional Oleh TN! Angkatan Laut. Per-
kasal fersebut bertujuan untuk memberikan ke-
scragaman dan kepastian hukum bagi penyidik
TNI Angkatan Lautdalam menangani tindak
pidana di laut secara profesional dan propor-
sional sesuni dengan ketentuan Hukum Laut
Intemasional dan Hukum Nasjonal. Pedoman
terscbut tidak saja dipedomani pada saat me-
laksanakan tugas di perairan Indonesia tetapi
walaupun berada di wilayah perbatasan selama
terkait dengan hukum harus
doman pada ketentuan Hukum Lawt [nterns-

Sudardi

sional dan Hukum Nasional serta pada Perka-
sal 32/V/2009 tangeal 4 Mei 2009, Protap Pe-
negakan Hukum dan Penjagean Keamanan di
Wilayah Laut Yurisdiksi Nasional oleh TNI
AL mi dimaksudkan schagai pedoman bagi
unsur operasiona! dan Pangkalan TNI AL da-
lam menangani setiap tindak piduna di lout, '

B. Penutup

Kewenmngan TNI Angkatan Laut daiam
penegakan hukum di Lo didasackan pada ke-
tentuan hukum internasional dan hukum nasio-
nal. Kewenangan tesschut meliputi penghen-
tian, pemetiksaan, penvidikan, dan penycrahan
perkara kepada Kciaksaan. Lingkup kewena-
ngan meliputi tindak pidana tertentu di laut se-
bagaimane diatur dalam persturan perundang-
undangan yang ada

Kewenangan penegakan  hukum TN
Angkatan Laut ini, menempatkan TNI Angka-
tan Laut sebaga satu satunya kekoatan militer
yang diberi mandat untuk melakukan penega-
kan kedaulatan dan hukum serta menjaga kea-
manan wilayah yuridiksi laut. Kondisi ini teniu
saja menuntt profesionalisme di bidang mili-
ter dan hukum.

Penegakan hukum di wiluyah perbatasan
laut tidak berbeda jouh dengan penegakan hu-
kum di wilayah laut lainnya. Kendala yang
sering dihadapi adalah belum adanya batas wi-
layah laut di daerah perbatasan tersebut. Ketia-
daan batas wilavah laur bissanys terdapat
klaim tumpah tindih (overfopping claim) yang
dilskukan secar unilateral (sepihak) balk oleh
Indonesia ataupun negara tetangga. Overlap-
ping claim di dserah perbatasan ini kadang
kadang menimbulkan friksi/gesckan dalam pe-
negakan hukum dengan aparat penegak hukuam
dari negara lain

16 Pesaturan Kasal tentang Prosedhir Tetup Penegakan Hukum doanPenjagaon Keamsomnn D Wikapah Lawe Yirtooiks|
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